
 

 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

 

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  32  TAHUN 2009 

TENTANG 

PEDOMAN KERJA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  

BELANJA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2010 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

          

Menimbang  : bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dengan menerapkan prinsip – prinsip good 

governance, maka perlu adanya suatu Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009 sebagai landasan operasional anggaran 

yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo. 

 

Mengingat    : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota 

Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat          

(Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950); 

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400 ); 

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 



 

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448); 

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang 

Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh 

atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; 



 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Teknis Pengelolaan Barang Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009; 

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.02/2008 tentang Standar Biaya 

Umum Tahun Anggaran 2009; 

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007 tentang Perjalanan 

Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegewai Negeri dan 

Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 62/PMK.05/2007; 

22. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pokok – 

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo 

Tahun 2006 Nomor 22); 

23. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 31 Tahun 2009 tentang Standart 

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, Uang Saku Dalam Daerah Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Tarif Uang 

Lembur dan Uang Makan Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 

Tidak Tetap (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2009 Nomor 31). 

 

MEMUTUSKAN : 

        

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PEDOMAN KERJA 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2010 

 

Pasal 1 

Menetapkan Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tersebut dalam 

Lampiran Peraturan ini. 

 

Pasal 2 

Pedoman Kerja Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota 

Probolinggo Tahun Anggaran 2010 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

Peraturan ini, wajib dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Lembaga) di jajaran Pemerintah Kota Probolinggo 

yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 



 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

 

   Ditetapkan di  Probolinggo 

   pada tanggal  17  Desember  2009 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

Ttd,  

H.M. BUCHORI 

               

Diundangkan di Probolinggo 

pada tanggal  17  Desember  2009 

 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, 

 Ttd, 

 Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si 

 Pembina Utama Muda 

 NIP. 19570425 198410 1 001  

 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2009 NOMOR 32 

 

 

       

 
 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

BAMBANG SULISTYONO, SH, M.Si 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19561101 198509 1 001 


